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 LAMPIRAN II :  PERATURAN BUPATI 

NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN 

KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH 

PERKOTAAN KABUPATEN BANGKA 

TAHUN 2016-2021 

  FORMULASI PENILAIAN LOKASI 
 

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBER DATA 

A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN 

1.    KONDISI 
BANGUNAN 

GEDUNG 

a.  Ketidakteraturan Bangunan  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, 

meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan 
tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau 

 Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata 

kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok 
lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi 
lantai, konsep identitas lingkungan, konsep 

orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 

 76% - 100% bangunan pada lokasi 

tidak memiliki 

keteraturan 

5  
 

Dokumen RDTR & 
RTBL, 

Format Isian, 

Observasi 

 51% - 75% bangunan pada lokasi 

tidak memiliki 

keteraturan 

3 

 25% - 50% bangunan pada lokasi 
tidak memiliki keteraturan 

1 

b.  Tingkat Kepadatan 
Bangunan 

 KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 

 KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau 

RTBL; dan/atau 

 Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: 

 untuk kota metropolitan dan kota besar>250 

unit/Ha 

 untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 

 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan 
tidak sesuai 

ketentuan 

5  

 

Dokumen RDTR & 
RTBL, 

Dokumen IMB, 

Format Isian, Peta 
Lokasi 

 51% - 75% bangunan memiliki 

lepadatan tidak sesuai 

ketentuan 

3 

 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan 
tidak sesuai ketentuan 

1 

c.  Kualitas Bangunan Yang 
Tidak Memenuhi Syarat 

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: 

 pengendalian dampak lingkungan 

 pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di 
bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 

 keselamatan bangunan gedung 

 kesehatan bangunan gedung 

 kenyamanan bangunan gedung 

 kemudahan bangunan gedung 

 76% - 100% bangunan pada 

lokasi tidak memenuhi 

persyaratan teknis 

5  
 

Wawancara, Format 
Isian, Dokumen 
IMB, Observasi 

 51% - 75% bangunan pada lokasi 

tidak memenuhi 

persyaratan teknis 

3 

 25% - 50% bangunan pada lokasi 

tidak memenuhi persyaratan teknis 

1 



 

2  

 
2.  KONDISI JALAN 

LINGKUNGAN 
a.  Cakupan Pelayanan Jalan 

Lingkungan 
Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani 
dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 

 76% - 100% area tidak terlayani oleh 

jaringan jalan lingkungan 

5  

Wawancara, Format 

Isian, Peta Lokasi, 
Observasi  51% - 75% area tidak terlayani oleh 

jaringan jalan lingkungan 

3 

 25% - 50% area tidak terlayani oleh 

jaringan jalan lingkungan 

1 

b.  Kualitas Permukaan Jalan 
Lingkungan 

Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan 
permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman 

 76% - 100% area memiliki 

kualitas permukaan jalan yang buruk 

 

5 

 

 

Wawancara, Format 

Isian, Peta Lokasi, 
Observasi 

 51% - 75% area memiliki kualitas 
permukaan jalan yang 

buruk 

 

3 

 25% - 50% area memiliki kualitas 

permukaan jalan yang 

buruk 

 

1 

3.  KONDISI 
PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

a.  Ketidaktersediaan Akses 
Aman Air Minum 

Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak 
dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak 
berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa 

 76% - 100% populasi tidak 

dapat mengakses air minum yang 

aman 

5  

 

Wawancara, Format 

Isian, Observasi 
 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses 

air minum yang 

aman 

3 

 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses 

air minum yang 

aman 

1 

b.  Tidak Terpenuhinya 

Kebutuhan Air Minum 

Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau 

permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 
liter/orang/hari 

 76% - 100% populasi tidak 

terpenuhi kebutuhan air minum 

minimalnya 

5  

 

Wawancara, Format 
Isian, Observasi 

 51% - 75% populasi tidak 

terpenuhi kebutuhan air minum 

minimalnya 

3 

 25% - 50% populasi tidak 

terpenuhi kebutuhan air 

minum minimalnya 

1 

 



 

3  

4.  KONDISI DRAINASE 
LINGKUNGAN 

a.  Ketidakmampuan 
Mengalirkan Limpasan Air 

Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 
limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi 
lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 

kali setahun 

 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, 
> 2 jam dan > 

2 x setahun 

5  

 

Wawancara, Format 

Isian, Peta Lokasi, 
Observasi 

 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 

2 jam dan > 

2 x setahun 

3 

 25% - 50% area terjadi 

genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x 

setahun 

1 

b.  Ketidaktersediaan Drainase Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan 
perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau 
saluran lokal 

 76% - 100% area tidak tersedia drainase 

lingkungan 

5  

Wawancara, Format 
Isian, Peta RIS, 

Observasi  51% - 75% area tidak tersedia drainase 

lingkungan 

3 

 25% - 50% area tidak tersedia drainase 

lingkungan 

1 

c.  Ketidakterhubungan dengan 
Sistem Drainase Perkotaan 

Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran 
pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat 
mengalir dan menimbulkan genangan 

 76% - 100% drainase 

lingkungan tidak terhubung dengan 

hirarki di atasnya 

5  

 

Wawancara, Format 
Isian, Peta RIS, 

Observasi 
 51% - 75% drainase lingkungan tidak 

terhubung dengan hirarki 

di atasnya 

3 

 25% - 50% drainase lingkungan tidak 

terhubung dengan hirarki 

di atasnya 

1 

d.  Tidak 

Terpeliharanya 
Drainase 

Tidak dilaksanakannyapemeliharaan saluran drainase 

lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman,baik: 

1. pemeliharaan rutin; dan/atau 

2. pemeliharaan berkala 

 76% - 100% area memiliki 

drainase lingkungan yang kotor dan berbau 

5  

 

Wawancara, Format 
Isian, Peta RIS, 

Observasi 
 51% - 75% area memiliki 

drainase lingkungan yang kotor dan berbau 

3 

 25% - 50% area memiliki drainase 

lingkungan yang kotor 

dan berbau 

1 
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 e. Kualitas Konstruksi Drainase Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian 
tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena 
telah terjadi kerusakan 

 76% - 100% area memiliki kualitas 
kontrsuksi drainase 

lingkungan buruk 

5  

 

Wawancara, 

Format Isian, Peta 
RIS, Observasi 

 51% - 75% area memiliki kualitas 

kontrsuksi drainase 

lingkungan buruk 

3 

 25% - 50% area memiliki 

kualitas kontrsuksi drainase 

lingkungan buruk 

1 

5.  KONDISI 
PENGELOLAAN AIR 
LIMBAH 

a.   Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
Standar Teknis 

Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau 
permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, 
yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik 

baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. 

 76% - 100% area memiliki sistem air 
limbah yang tidak 

sesuai standar teknis 

5  

 

Wawancara, 

Format Isian, Peta 
RIS, Observasi 

 51% - 75% area memiliki sistem air limbah 

yang tidak sesuai 

standar teknis 

3 

 25% - 50% area memiliki sistem 

air limbah yang tidak sesuai standar 

teknis 

1 

b.  Prasarana dan Sarana 
Pengelolaan Air Limbah 
Tidak Sesuai dengan 

Persyaratan Teknis 

Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada 
lokasi perumahan atau permukiman dimana: 

1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; 

2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau 

terpusat 

 76% - 100% area memiliki 

sarpras air limbah tidak sesuai 

persyaratan teknis 

5  

 

Wawancara, 
Format Isian, Peta 

RIS, Observasi 
 51% - 75% area memiliki sarpras air 

limbah tidak sesuai 

persyaratan teknis 

3 

 25% - 50% area memiliki sarpras air 

limbah tidak sesuai 

persyaratan teknis 

1 

6.  KONDISI 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

a.  Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan Teknis 

Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi 
perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis, yaitu: 

1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala 
domestik atau rumah tangga; 

2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau 

 76% - 100% area memiliki sarpras 
pengelolaan 

persampahan yang tidak memenuhi 

persyaratan teknis 

5  

Wawancara, 
Format Isian, Peta 

RIS, Observasi 

 51% - 75% area memiliki sarpras 

pengelolaan 

  

3 



 

5  

 

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBER DATA 

  TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 

3. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala 

lingkungan; dan 

4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala 

lingkungan. 

persampahan yang tidak memenuhi 

persyaratan teknis 

 

 

1 

 

 25% - 50% area memiliki sarpras 

pengelolaan persampahan yang 
tidak 

memenuhi persyaratan teknis 

b.   Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang Tidak 

Sesuai Standar Teknis 

Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. pewadahan dan pemilahan domestik; 

2. pengumpulan lingkungan; 

3. pengangkutan lingkungan; 

4. pengolahan lingkungan 

 76% - 100% area memiliki sistem 

persampahan tidak 

sesuai standar 

5  

 

Wawancara, Format 
Isian, Peta RIS, 

Observasi 
 51% - 75% area memiliki sistem 

persampahan tidak sesuai 

standar 

3 

 25% - 50% area memiliki sistem 

persampahan tidak sesuai standar 

1 

c.  Tidakterpeliharanya Sarana 

dan Prasarana Pengelolaan 
Persampahan 

Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau 
permukiman, baik: 

1. pemeliharaan rutin; dan/atau 

2. pemeliharaan berkala 

 76% - 100% area memiliki sarpras 

persampahan yang 

tidak terpelihara 

5  

 

Wawancara, Format 
Isian, Peta RIS, 

Observasi 
 51% - 75% area memiliki sarpras 

persampahan yang 

tidak terpelihara 

3 

 25% - 50% area memiliki 

sarpras persampahan yang tidak 

terpelihara 

1 

7.  KONDISI 
PROTEKSI 

KEBAKARAN 

a.  Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 

Kebakaran 

Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran 
pada lokasi, yaitu: 

1. pasokan air; 

2. jalan lingkungan; 

3. sarana komunikasi; 

4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 

5. bangunan pos kebakaran 

 76% - 100% area tidak memiliki prasarana 

proteksi kebakaran 

5  

 

Wawancara, Format 

Isian, Peta RIS, 
Observasi 

 51% - 75% area tidak memiliki prasarana 

proteksi kebakaran 

3 

 25% - 50% area tidak memiliki prasarana 

proteksi kebakaran 

1 
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ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBER DATA 

 b. Ketidaktersediaan Sarana 

Proteksi Kebakaran 

Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, 

yaitu: 

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 

2. mobil pompa; 

3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 

4. peralatan pendukung lainnya 

 76% - 100% area tidak memiliki sarana 

proteksi kebakaran 

5  

Wawancara, 
Format Isian, Peta 

RIS, Observasi  51% - 75% area tidak memiliki sarana 

proteksi kebakaran 

3 

 25% - 50% area tidak memiliki sarana 

proteksi kebakaran 

1 

B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH 

1. LEGALITAS TANAH a. Kejelasan Status 
Penguasaan tanah 

Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 

1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak 

atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah 

lainnya yang sah; atau 

2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), 

dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak 
atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian 
tertulis antara pemegang hak 

atas tanah atau pemilik tanah dengan 

 Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan 

status penguasaan tanah, baik milik 
sendiri atau 

milik pihak lain 

(+)  

 

 

Wawancara, 
Format Isian, 

Dokumen 
Pertanahan, 
Observasi 

 Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak 

memiliki kejelasan status penguasaan 
tanah, baik milik sendiri atau milik pihak 
lain 

(-) 

b. Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata 
ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat 

Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK). 

 Keseluruhan lokasi berada pada zona 

peruntukan perumahan/permukiman 

sesuai RTR 

 

(+) 

 

 

Wawancara, 
Format Isian, 
RTRW, RDTR, 

Observasi 
 Sebagian atau keseluruhan lokasi berada 

bukan pada zona peruntukan 
perumahan/permukiman 

sesuai RTR 

 

(-) 

C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN 

1. PERTIMBANGAN LAIN a. Nilai Strategis Lokasi Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman 
pada: 

1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 

2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota 

 Lokasi terletak pada fungsi strategis 

kabupaten/kota 

5 Wawancara, 

Format Isian, 
RTRW, RDTR, 

Observasi  Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis 

kabupaten/kota 

1 
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ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBER DATA 

 b. Kependudukan Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau 
permukiman dengan klasifikasi: 

1. rendah yaitu kepadatan penduduk di 

bawah 150 jiwa/ha; 

2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 

3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 

4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 

jiwa/ha; 

Untuk Metropolitan& Kota Besar 

 Kepadatan Penduduk pada Lokasi 

sebesar >400 Jiwa/Ha 

Untuk Kota Sedang & Kota Kecil 

 Kepadatan Penduduk pada Lokasi 

sebesar >200 Jiwa/Ha 

5  
 

 

Wawancara, 
Format Isian, 

Statistik, 
Observasi 

 Kepadatan Penduduk pada 

Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha 

 

3 

 Kepadatan Penduduk pada Lokasi 

sebesar <150 Jiwa/Ha 

1 

c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan 

Budaya 

Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau 

permukiman berupa: 

1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat

dalam mendukung pembangunan; 

2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu 

yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 

3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya 

tertentu yang dimiliki 

masyarakat setempat. 

 Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi 

dan budaya untuk 

dikembangkan atau dipelihara 

5  

 

 

Wawancara, 

Format Isian, 
Observasi  Lokasi tidak memiliki potensi 

sosial, ekonomi dan budaya 
tinggi untuk dikembangkan 
atau dipelihara 

1 
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Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan 
 

NILAI KETERANGAN  BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Kondisi Kekumuhan                   

71 – 95 Kumuh Berat X X X X X X             

45 – 70 Kumuh Sedang       X X X X X X       

19 – 44 Kumuh Ringan             X X X X X X 

Legalitas tanah                   

(+) Status Tanah Legal X  X  X  X  X  X  X  X  X  

(-) Status Tanah Tidak 
Legal 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Pertimbangan Lain                   

11 – 15 Pertimbangan Lain 
Tinggi 

X X     X X     X X     

6 – 10 Pertimbangan Lain 
Sedang 

  X X     X X     X X   

1 – 5 Pertimbangan Lain 
Rendah 

    X X     X X     X X 

 

SKALA PRIORITAS 
PENANGANAN = 

 1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 9 

 

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan: 

a. kumuh berat bila memiliki nilai 71-95; 

b. kumuh sedang bila memiliki nilai 45 - 70; 

c. kumuh ringan bila memiliki nilai 19 - 44; 

2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki: 

a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15; 

b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10; 

c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5; 

3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki: 

a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+); 

b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatf (-). 

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan 

klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu: 

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, 

dan status tanah legal;  

2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, 

dan status tanah tidak legal; 

3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah legal; 

4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah tidak legal; 

5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, 

dan status tanah legal; 

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, 

dan status tanah tidak legal; 

7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, 

dan status tanah legal; 

8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, 

dan status tanah tidak legal; 
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9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah legal; 

10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah tidak legal; 

11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, 

dan status tanah legal; 

12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, 

dan status tanah tidak legal; 

13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, 

dan status tanah legal; 

14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, 

dan status tanah tidak legal; 

15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah legal; 

16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah tidak legal; 

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, 

dan status tanah legal; 

18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, 
dan status tanah tidak legal. 

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala 

prioritas penanganan, sebagai berikut : 

 Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2; 

 Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2; 

 Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2; 

 Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4; 

 Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4; 

 Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4; 

 Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6; 

 Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6; 

 Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6. 

 

 

 BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 

MULKAN   
 


